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BAB III 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian dan pembahasan dalam penelitian dapat penulis 

ambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Proses hukum terhadap suami pelaku kekerasan dalam rumah tangga 

terhadap isterinya diawali dengan melapor ke bagian Sentral Pelayanan 

Kepolisian (SPK), setelah itu dikeluarkan laporan polisi oleh SAT 

RESKRIM (Satuan Reserse Kriminal) kemudian didisposisikan ke Unit 

yang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga yaitu bertempat di 

Unit PPA, hal ini berbeda dengan proses acara pidana biasa, kemudian 

dilakukan pemanggilan tersangka dan korban, beserta saksi-saksinya, 

kemudian di tindak lanjuti pada proses penyelidikan dan penyidikan oleh 

Kepolisian. Setelah dibuat BAP dilanjutkan ke Jaksa Penuntut Umum 

untuk dibuat dakwaan, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya 

diproses di Peradilan untuk pemeriksaan di persidangan dan pembuktian. 

Hakim dalam memeriksa dan memutus tetap mendasarkan pada hukum 

acaranya yakni KUHAP, kecuali terhadap hal-hal khusus yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Misalnya dalam penyidikan cukup 

dengan 1 saksi saja. 
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2. Kendala-kendala terhadap proses hukum terhadap suami pelaku kekerasan 

dalam rumah tangga  terhadap isterinya: 

a. Aparat penegak hukum belum benar-benar mengetahui dan memahami 

maksud dan isi dari Undang-Undang tersebut, dan menganggap bahwa 

KDRT merupakan perkara yang mudah diselesaikan. 

b. Pihak kepolisian memberi kemudahan bagi korban untuk mencabut 

aduannya. 

c. Tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang 

serius, akan tetapi kurang mendapat tanggapan dari masyarakat, karena 

tindak kekerasan pada isteri dalam rumah tangga memiliki ruang 

lingkup sangat pribadi  dan terjaga privacy-nya. Sehingga kurang ada 

inisiatif dari korban itu sendiri untuk melaporkan kekerasan yang 

dialaminya. Dan terhadap masyarakat sendiri ada keengganan untuk 

mencampuri masalah orang lain. 

 

B. SARAN 

Saran yang dapat diberikan oleh penulis berkaitan dengan proses 

hukum terhadap suami pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam memberikan perlindungan 

hukum terhadap isteri yaitu: 

1. Aparat penegak hukum harus benar-benar mengetahui dan memahami, 

maksud dan isi dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga. 
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2. Sosialisasi terhadap Undang-Undang terhadap masyarakat harus terus 

dilakukan, karena hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum 

tahu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sosialisasi pertama difokuskan kepada 

aparat penegak hukum, kepada masyarakat dengan memberi penyuluhan-

penyuluhan hukum. Sehingga dapat memberikan perlindungan hukum 

kepada isteri sebagai korban kekerasan suami. 

3. Masih perlunya diadakan di masyarakat tentang kesetaraan gender, bukan 

hanya kaum perempuan saja tapi juga laki-laki agar mereka lebih dapat 

memahami hak dan kewajiban suami istri. 

4. Agar para istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga jangan 

takut untuk melaporkan kasusnya pada pihak yang berwenang, kalau hal 

seperti ini dibiarkan terus menerus, mereka akan menganggap kekerasan 

dalam rumah tangga adalah hal yang sudah biasa. 
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